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Lampiran D -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

g

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang — Undang Menjadi Undang — Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian
Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota: ?

9. Kep;utusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2024 Tentang Metode
Pementukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta }.fVaIikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Surat :Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PP.04-SD/04/2023 Tanggal
12 Jarl':uari 2023 Perihal Keterlibatan PNS sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.

B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan
Adhoc pada Pemitihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota
dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal — hal sebagai berikut:
1. Bahwé Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubemnur dilaksanakan
oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan
M{éﬁ Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwla Pasal 6 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan
kepada: a. penyelenggara Pemilu;”

3. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan
KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024, yang tahapan dan jadwal
seleksinya dimulai pada 23 April s.d 16 Mei 2024 sesuai dengan lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia
Pemilir;lan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara
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C. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang demokratis
dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan
Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau
kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk:

a. Memastikan ketaatan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam membentuk Badan Adhoc sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang — Undang Menjadi
Undang — Undang;

b. Memastikan bahwa Peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc dalam
Penyelenggaraan Pemilihan memenuhi syarat;

C. Memastikan seleksi pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dilakukan
secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon;

d. Memperhatikan ASN yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 telah
mendapatkan izin tertulis dari atasan;

€. Dalam melaksanakan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu,
KPU Kabupaten Toraja Utara dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian ~ surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

o

.

Brikkefi Linde-Bonting, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Pertinggal.
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